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ABSTRAK

Andra Friend 18042003/2018 : Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur
Pedestrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang
Disabilitas Di Kota Padang
Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki hambatan dalam

berpartisipasi secara penuh karena keterbatasan fisik, mental, ataupun faktor lingkungan
sekitarnya. Penggunaan Jalur Pedestrian dan Trans Padang memudahkan seseorang
berpindah ke tempat tujuan. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah
sehingga masyarakat penyandang disabilitas tidak mengalami kendala Kketika
menggunakan fasilitas publik dan memiliki kesamaan kesempatan antara masyarakat
penyandang disabilitas dengan masyarakat non disabilitas.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan advokasi
kebijakan dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat yang
mempengaruhi pelaksanaan advokasi kebijakan aksesibilitas jalur pedestrian dan trans
padang bagi penyandang disabilitas. Informan penelitian ini adalah Metode penelitian
adalah kualitatif deskriptif dan informan penelitian ditetapkan melalui teknik purposive
sampling. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tahapan advokasi kebijakan Roem
Topatimasang dalam Rahardian (2020:79) dengan sebelas indikator yaitu 1)
membentuk lingkaran inti, 2) memilih isu strategis, 3) merancang sasaran dan strategi,
4) mengelolah data dan mengemas informasi, 5) menggalang sekutu dan pendukung, 6)
mengajukan rancangan tanding, 7) mempengaruhi pembuat kebijakan, 8) membentuk
pendapat umum, 9) membangun basis gerakan, 10) memantau dan menilai program,
dan 11) evaluasi dan menentukan tindak lanjut program.

Hasil penelitian ditemukan advokasi kebijakan sudah sesuai dengan tahapan
advokasi Roem Topatimasang, namun pada tahapan evaluasi dan menentukan tindak
lanjut program tidak sesuai dengan hasil penelitian ditemukan berkas dan laporan yang
kurang lengkap.

Kata Kunci : Advokasi, Aksesibilitas Jalur Pedestrian, Trans Padang,

Penyandang Disabilitas
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai
orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif atau
bahkan tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya. Sehingga hak-haknya pun terabaikan. Menurut Intrernational Labour
Organization (ILO), tercatat lebih dari satu miliar atau sekitar 15 persen jumlah
penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas dan terbilang sebagai kelompok
minoritas terbesar di dunia. Menurut Supanji (2023), saat ini jumlah penyandang
disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah
penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Sebagai
bagian dari umat manusia dan penduduk Negara Indonesia, maka penyandang
disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di
depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang
disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan
strategis (Putri, 2020:192).

Dalam interaksi sosial, penyandang disabilitas masih banyak mengalami
persoalan eksklusi sosial yaitu masih dianggap beban dan obyek, masih
mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam

masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum



disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung, masih
cenderung bias gender dan tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas
belum jadi perhatian. Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak bagi
kalangan disabilitas mulai dipertimbangkan dalam melakukan  perumusan
kebijakan publik, baik pada ranah Pemerintah Pusat hingga Pemerintah
Daerah. Di mana dalam hal ini keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan
bergantung pada isi kebijakan dan lingkungan implementasinya (Putri,2020:193).
Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak
penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan
hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah,
tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum (Lestari, dkk: 2017).

Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dapat merasakan hambatan
terhadap fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pada lingkungan sekitar.
Seharusnya pada penyediaan jalur pedestrian dan transportasi umum disediakan
aksesibilitas yang bisa dilakukan secara mandiri oleh penyandang disabilitas.
Dengan adanya jalur pedestrian dan transportasi umum mempermudahkan
mobilitas kehidupan penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Penyediaan
sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban yang
seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar memperoleh tujuan yang diinginkan
dan membantu pengguna pejalan kaki dalam memperoleh perhatian pada

keselamatan yang bisa membahayakan mereka di jalan raya.



Penyandang disabilitas mempunyai hak atas aksesibilitas yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas terdapat hak atas aksesibilitas yang menyatakan bahwa:

(a) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik

(b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi

individu.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah
penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 954.177 jiwa (BPS Kota Padang,
2024). Dari jumlah penduduk Kota Padang terdapat 3.174 jiwa jumlah penyandang
disabilitas (Dinas Sosial Kota Padang, 2023). Dari berbagai jenis disabilitas
terdapat sebanyak 0,3326% jumlah penduduk di Kota Padang merupakan
penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Disabilitas Menurut Jenis di Kota Padang Tahun 2023

No. Jenis Disabilitas Jumlah Satuan Data
1. | Disabilitas Runguwicara/ Sensorik 294 | Orang
2. | Disabilitas Fisik 150 | Orang
3. | Disabilitas Mental 2.365 | Orang
4. | Disabilitas Intelektual 345 | Orang
5. | Disabilitas Ganda 205 | Orang
Jumlah 3.174 | Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2023
Dalam penyediaan pembangunan fasilitas publik pemerintah memiliki
tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan penyediaan fasilitas publik

dengan melibatkan masyarakat secara lansung terutama penyandang disabilitas



atau organisasi dan lembaga yang mendukung terciptanya ekosistem kerja yang
baik dalam proses penyediaan fasilitas publik disabilitas. Pada penyediaan fasilitas
publik seperti jalur pedestrian dan transportasi umum perlu adanya keterlibatan
penyandang disabilitas dan masyarakat hal ini dilakukan karena penyediaan
fasilitas publik tersebut untuk penggunaan sumber daya publik.

Berangkat dari konsep governance, pelibatan dan partisipasi masyarakat
haruslah hadir dalam dinamika demokrasi yang ada pada saat ini, termasuk dalam
pembuatan atau mengubah sebuah kebijakan publik (Rahardian 2020:51).
Pelibatan masyarakat atau partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto dalam
Rahardian (2020:51) adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan
mengenai sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan
daerahnya. Pelibatan dan partisipasi merupakan bagian dari rangkaian sebuah
advokasi kebijakan yang mana tujuan dari advokasi kebijakan adalah mengubah
atau menghendaki kepentingan masyarakat luas dalam kebijakan publik agar
sesuai dengan pihak yang mendesaknya.

Berdasarkan Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,
menjelaskan setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas
dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan saran dan
prasarana umum. Sesuai pasal 96 dijelaskan penyediaan aksesibilitas yang

berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (2) huruf (a) terdiri dari:



(a) Aksesibilitas pada bangunan gedung umum,

(b) Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus

(c) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman khusus

(d) Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara

(e) Aksesibilitas pada transportasi umum

(F) Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran

(9) Aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya

(h) Aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya

(i) Aksesibilitas pada layanan pendidikan dan kebudayaan, dan

Penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari membutuhkan
sarana dan prasana seperti jalur pedestrian dan transportasi umum. Namun,
penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas
publik tersebut. Kendala yang dialami difabel saat mengakses jalur pedestrian
salah satunya guilding block sebagai pemandu jalan di sebuah trotoar. Namun jalur
guilding block tersebut masih belum memberikan keselamatan bagi difabel
sehingga difabel masih kesulitan dalam memberikan akses. Hal ini disampaikan
oleh Bapak Icun Sulhadi sebagai berikut :

“...Trotoar yang dibangun sudah mulai menyediakan akses bagi
difabel. Namun, belum memberikan rasa aman dan kenyamanan
bagi difabel. Yang terjadi pada kelayakanan penggunaan trotoar
yang belum terpenuhi seperti ramp yang tersedia pada trotoar
kemiringannya curam, guilding block yang terlalu terpinggir dan

terhalang oleh pepohonan, tiang listrik dan masih banyak
masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk berjualan dan



sebagai lahan perpakiran. Lantai yang tersedia seperti di Jalan
Khatib Sulaiman juga masih licin dan pedestrian yang baru
berfungsi hanya di barisan Transmart dan di daerah baliknya belum.
Dan pada daerah Rasuna Said trotoar masih jelek sekali dan masih
kesulitan difabel saat berjalan di daerah sekitar itu...”. (Wawancara
tanggal 28 Januari 2023).

Trans Padang merupakan sarana transportasi publik yang memudakan
masyarakat terutama difabel. Trans Padang mulai beroperasi sejak tahun 2014
dan sudah memiliki beberapa rute perjalanan hingga tahun 2023. Dapat
dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah dan Titik Pemberhentian Bus Trans Padang

No Koridor Rute Perialanan Bus Trans Titik Halte Halte Halte
" | dan Tahun ] Padang Pemberhentian Permanen | Portabel
. Pusat Kota - Lubuk
1| Koridor 1 Buaya — Terminal Anak | 20 Armada Bus 73 Titik Pemberhentian 46 Halte | 27 Halte
Tahun 2014 Air Permanen | Portabel
Koridor Il | Pusat Kota — Bungus e .
2. Tahun 2023 | Teluk Kabung 12 Armada Bus 75 Titik Pemberhentian - -
Koridor Il | Pusat Kota — Siteba . .
3. Tahun 2023 | Pusat Pemerintahan 10 Armada Bus 80 Titik Pemberhentian - -
. Lantamal Teluk Bayur
4, Koridor IV - Bypass -Terminal | 10 Armada Bus 74 Titik Pemberhentian 9 Halte | 65 Halte
Tahun 2021 . Permanen | Portabel
Anak Air
Koridor V . .
5. Tahun 2022 Pusat Kota — Indarung 10 Armada Bus 60 Titik Pemberhentian - -
Koridor VI| Pusat Kota — Politeknik . .
6. Tahun 2022 | Negeri Padang 10 Armada Bus 67 Titik Pemberhentian - -
Jumlah 72 Armada Bus| 429 Titik Pemberhentian 55 Halte) - 92 Halts
permanen| portabe

Sumber : Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun 2024



Trans Padang dalam pemberian pelayanan seharusnya sudah mulai
memberikan akses kenyamanan bagi penumpang terutama dari segi halte dan
Trans Padang. Namun, pada kenyataannya masih banyak fasilitas yang belum
memberikan rasa aman bagi penumpang difabel dan menyulitkan mereka untuk
menggunakan transportasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Icun Sulhadi
selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang
menyatakan bahwa:

“...Dalam Trans Padang akses kursi bagi penumpang biasa dan
difabel, lansia atau ibu hamil masih terbatas jadi kalau misalnya bus
lagi penuh penumpang berebutan kursi dan berdesakan kalau ada
ibu hamil, lansia, atau difabel baru berikan kursi oleh penumpang
lain, dan ruang yang kosong kadang dijadikan sebagai tempat
barang dan kadang pengguna kursi roda harus berdesakan. Belum
menyediakan ramp untuk naiknya pengguna kursi roda sehingga
mereka masih dibantu pramugara karena jarak antara bus dan halte
lumayan jauh dan tidak sama tinggi. Dan jalan menuju halte rusak
sehingga susah bagi difabel untuk berjalan menuju halte dan halte
yang tersedia cukup kecil sehingga pengguna kursi roda susah untuk
berputar arah disana. Untuk halte yang belum permanen sudah
banyak yang tidak layak digunakan dan masih banyak halte yang
tangganya curam...”. (Wawancara tanggal 28 Januari 2023).

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas masih
terabaikan seperti penyediaan sarana dan prasarana yang belum terkelola dan
diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah. Dukungan pemerintah sangat
diperlukan agar penyediaan fasilitas publik menjadi lebih terkelola dengan baik.
Seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat hal ini

disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi fasilitas publik

bagi difabel dan agar difabel tidak kehilangan hak yang seharusnya didapatkannya.



Dan juga mendengarkan keluhan dari difabel atas ketidaknyamanan mereka saat
menggunakan fasilitas publik.

Dalam pergerakan penyandang disabilitas, advokasi merupakan kegiatan
berupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan baik perubahan
kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat yang seringkali
memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan penyandang disabilitas.
Penting untut dicatat bahwa advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi
penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang
disabilitas harus memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai definisi dan konsep
hak-hak penyandang disabilitas (Australia Indonesia Patnership for Justice,
2014:52). Advokasi yang dilakukan oleh difabel agar mereka bisa membantu
difabel yang lain dalam menyampaikan memperoleh hak-hak yang harus
diperjuangkan. Seperti difabel menyampaikan hak-hak dan memperjuang hak-hak
tersebut kepada lembaga penyediaan fasilitas publik. Tujuan dilakukan advokasi
ini agar adanya kesamaan dan kesempatan difabel dalam penggunaan fasilitas
publik dan agar adanya dilakukan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam
sebuah kebijakan yang sudah diatur. Hal ini disampaikan oleh Bapak Icun Sulhadi
bahwa:

“...PPDI senantiasa untuk mengadvokasi penyediaan hak-hak

disabilitas kepada lembaga pemerintah. Namun, mereka masih belum

memahami dan mengakomodir isu-isu yang diperlukan disabilitas.

PPDI harus proaktif di organisasi manapun baik personal maupun
kelompok untuk mendorong pemerintah kota itu menjadi



implementatif agar percepatan adanya prioritas pengharus utamaan

bagian hak hak disabilitas tersebut. Advokasi terus dilakukan agar

mereka memperoleh hak-hak yang didapatkan agar tidak menyulitkan

akses disabilitas...” (Wawancara tanggal 29 Juli 2023).

Dari beberapa permasalahan tersebut permasalahan penyediaan aksesibilitas
seperti sarana dan prasaranan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang
belum memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Hal
ini disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan sarana dan prasarana oleh
masyarakat sehingga difabel menyampaikan keluhan tersebut melalui advokasi
kepada lembaga penyediaan sarana dan prasarana agar terciptanya sarana dan
prasarana yang baik bagi difabel. Dari permasalahan yang telah dijelaskan peneliti
tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “Advokasi Kebijakan Terhadap
Aksesibilitas Jalur Pedestrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di
Kota Padang”.

. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa identifikasi masalah
diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang
bagi penyandang disabilitas di Kota Padang

2. Pemerintah kurang cepat memahami hak-hak disabilitas yang disampaikan
melalui advokasi

3. Banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan fungsi Jalur Pedestrian dan

Trans Padang bagi penyadang disabilitas



C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka penulis membatasi
masalah yang akan diteliti yaitu pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap
aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang bagi penyandang disabilitas.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur
Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat advokasi kebijakan terhadap
aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas?
E. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur
Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat advokasi
kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi
penyandang disabilitas
F. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian yang berjudul “Advokasi kebijakan terhadap
aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas” ada
beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wawasan,

pengetahuan, pengalaman, dan penerapan bagi akademisi dan teori yang ada
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terutama tentang advokasi kebijakan dan khususnya sebagai bahan referensi
untuk penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami masalah pelaksanaan
kebijakan khususnya terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang

bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa kota
Padang ingin menjadi kota inklusif artinya ramah bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah Kota Padang mengupayakan terwujudnya kota inklusif melalui
Undang-Undang dan Peraturan Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
dilakukan. Aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang menjadi fokus
permasalahan karena berkaitan dengan kebutuhan mobilitas penyandang
disabilitas dan advokasi kebijakan publik dilakukan untuk mengubah atau menolak
kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan advokasi kebijakan dalam aksesibilitas jalur pedestrian dan
trans padang bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI sebagai
organisasi yang berperan sebagai koordinator yang mengatur dan pengamat
kebijakan publik yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas melibatkan
PSM, Dinas Perhubungan, dan PUPR dalam lingkaran inti. Advokasi kebijakan
dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam Peraturan Daeran No. 3
Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
Fokus permasalahan yang diangkat adalah elemen aksesibilitas sarana dan
prasarana seperti jalur pedestrian dan transportasi seperti trans padang masih

belum sepenuhnya ramah disabilitas. Advokasi kebijakan masih terus dilakukan
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karena banyak fasilitas jalur pedestrian yang tidak bisa dilewati penyandang
disabilitas dan bus trans padang yang aksesibel masih tergolong sedikit serta halte
portable yang belum bisa digunakan penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah, organisasi dan penyandang
disabilitas terhadap program atau kebijakan yang mengatur kegiatan dalam
mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Inklusif dan dapat disosialisasikan
bersama masyaratakat umumnya betapa pentingnya aksesibilitas jalur pedestrian
dan trans padang ramah disabilitas.

2. Hendaknya Dinas Perhubungan dan PSM sebagai lembaga pengelola dan trans
padang serta PUPR sebagai lembaga pengelola jalur pedestrian melakukan
evaluasi dan mengkoordinasi dengan pihak terkait apakah kebijakan public sudah
direalisasikan dengan baik atau diperlukan advokasi kebijakan jika perlu adanya
perubahan atau penolakan agar tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas

bisa tercapai
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